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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (Field research). Skripsi
ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Pertama, Apa faktor yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf
oleh ahli waris nazir? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pengambilalihan tanah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah al-Hikmah oleh ahli
waris nazir?

Data penelitian ini keseluruhanya diperoleh dan dihimpun melalui
wawancara, dokumen dan bahan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan
mengunakan metode diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan : Pertama,
Bahwasanya faktor yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf
dikarenakan, rendahnya ekonomi sebagian ahli waris nazir, ahli waris tidak
mempunyai rumah, tanah yang diambilalih tidak mempunyai sertifikat resmi,
lemahnya kontrol masyarakat, tindakan ahli waris karena posisinya sebagai
pengurus yayasan dan mempunyai otoritas tertinggi terhadap pengembangan
MI al-Hikmah. Kedua, Tindakan pengambilalihan tanah wakaf yang
dilakukan oleh ahli waris nazir merupakan tindakan yang tidak dibenarkan
menurut hukum Islam baik ditinjau dari segi hibah, wakaf, maupun dari segi
moral dan akhlak.

Sejalan dengan temuan di atas, kepada yayasan dan ahli waris dalam
menyikapi tentang masalah pengambilalihan tanah tersebut disarankan
Pertama, agar sadar akan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif
serta mematuhi prosedur yang ditetapkan agama dan pemerintah, untuk
menciptakan kesejahteraan umat. Kedua, dalam perselisihan harta wakaf,
maka yang berhak menyelasaikan adalah Pengadilan Agama. Hal ini sesuai
dengan Kompilasi Hukum Islam tentang penyelesaian benda wakaf pada
Pasal 266, agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di tempat lain dan
waktu yang akan datang. Maka sangat penting sekali sosialisasi mengenai
sertifikasi tanah wakaf guna menambah wawasan semua pihak.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amal mulia mewakafkan harta benda untuk kepentingan sosial, telah
berkembang sejak zaman Rasulullah saw, sebuah tindakan pelepasan hak milik untuk
kepentingan umum tersebut, dilakukan oleh para Sahabat Nabi sekaligus sebagai
percontohan yang layak ditiru oleh umat Islam.

Sahabat Umar bin Khattab menyerahkan hartanya yang berbentuk tanah yang
sangat luas yang dikenal dengan sebutan “Tanah Tamagh ” di daerah Bairuha yang
terletak di bagian wilayah Khaibar. Tanah tersebut sangat produktif untuk tanaman

kurma dan hasilnya untuk kepentingan sosial umat Islam di zaman itu.'

Menurut kebiasaan hidup masyarakat Indonesia tanah merupakan suatu
kebutuhan yang sangat penting, terlebih ketika penghasilan pokok seseorang sangat
bergantung pada tanah seperti, bertani, berkebun dan berladang. Dalam sejarah,
perkembangan dan kehancuran suatu bangsa atau kaum banyak ditentukan oleh
tanah. Misalnya munculnya peperangan yang disebabkan perebutan suatu daerah
yang memiliki banyak sumber daya alam atau hanya karena keinginan untuk

memperluas wilayah kekuasaan.

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah dengan perbedaan prosedur
syarat dan ketentuan untuk memperolah hak tersebut. Maka dari itu Pemerintah
menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan tanah seperti UUPA dan juga

Undang-undang lain yang berhubungan erat dengannya.

" PBNU, Buku Panduan Wakaf Tanah dan Tanah Milik Atas Nama NU, (Jakarta: 2006), 1



Di dalam Hukum Islam pun juga terdapat beberapa cara untuk mendapatkan
hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain
melalui. Jual beli, hibah, hadiah, wasiat, wakaf, tukar menukar, infaq, sedekah dan
sebagainya. Di antara banyak hal yang telah tersebut di atas, wakaf termasuk salah
satu cara memperoleh hak atas tanah yang memiliki aturan tersendiri dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan di dalamnya, sehingga memudahkan bagi umat
Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan wakaf.

Wakaf merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebendaan dan tergolong
ibadah kemasyarakatan (‘7badah ijtima‘iyah) yang sudah sangat lama dikenal, Setiap
komunitas manusia selalu menyediakan fasilitas yang bersifat penghidmatan umum
yang diperlukan manusia untuk kebersamaan seperti tempat ibadah, sumber air, jalan
raya serta fasilitas umum lainnya. Maka dari itu wakaf termasuk salah satu
penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sedangkan selain umat Islam mereka
tidak menyebutnya dengan wakaf, meski substansinya hampir sama dengan wakaf,
karena mereka juga memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan agamanya
dengan pendirian tempat peribadatan yang sifatnya permanen, maka dari itu yang
peduli pasti akan merelakan sebagian hak dari harta bendanya untuk kepentingan

pembangunan tersebut.

Menyadari betapa pentingnya masalah pertanahan di Indonesia, maka
Pemerintah bersama DPR RI menetapkan undang-undang tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 tahun 1960 yang disahkan tanggal 24

September 1960. Dalam konsiderannya pada bagian berpendapat, huruf “a

disebutkan



"Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di
atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang
tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia,

dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal 14 ayat (1) huruf “b” UUPA
menentukan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia,
membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Dalam peruntukan seperti dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan

suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama
(peribadatan) ini disebut dalam pasal 29 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa
perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah,
sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan: “Hak milik badan-badan keagamaan
dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan
memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang
keagamaan dan sosial”.* Sebagai realisasi dan ketentuan ini, kemudian dikeluarkan

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.°

2 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik,

(Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), 1.

3 Ibid., 7-8.

* Ibid.,18

> Dalam konsiderannya disebutkan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat
dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka
mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila. Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV,
2000), 487.



Di Indonesia persoalan wakaf diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam pasal 49 (3) yang
berbunyi: “perwakafan milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”
dan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah
Milik dan sekarang telah terdapat Undang-undang tersendiri yang mengaturnya,
yakni Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun

2004 Tentang Wakaf, °

Sekalipun dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak disebut secara langsung seperti
halnya ibadah-ibadah yang lain, namun secara umum ada ayat dan hadis Nabi yang
dapat ditarik kesimpulan kepada pengertian wakaf. Firman Allah dalam Q.S. 3 (Ali

Imran) : 92

(A7) toke o dll 88 oo s 20 1kl g 022 & 1AL 25 401 1) o]

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan,
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.’

Dalam ayat tersebut, kata al-birra (kebajikan) dikaitkan dengan “harta benda”.
Oleh karena itu, perintah melakukan a/-birra berarti perintah untuk melakukan
ibadah bendawi, yakni seperti wakaf. Seseorang tidak akan sampai pada kebajikan

sebelum menafkahkan harta yang dicintainya.

Sebagaimana Hadis Nabi

% Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan
Pengelolaan Wakat di Indonesia,1-2
’ Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan Terjemahannya, 62
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“Dari Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata,” Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah saw dan berkata: “Saya mendapatkan
tanah, dan bagaimana engkau memerintahkanku?”’, Rasulullah Bersabda: “jika kamu
bersedia, kamu bisa menyedekahkannya”, maka Umar menyedekahkannya dan
membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula
diwariskan, selanjutnya dia berkata,:”Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tiada berdosa
orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu
dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta
miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang menggunankannya seperti miliknya
sendiri).” (H.R Muslim)

Selain itu terdapat hadis yang secara tersirat dapat dikaitkan dengan wakaf,

karena terdapat unsur kebaikan yang terkandung di dalamnya.

2o V) dlas 4 el Sl 263y 106 clog ol e Lo O3t O A of 0
A 3 o 5 3 e i e 3l gl 8L 1 V) 10

¥ Hajjaj, Al-, Imam Abi Al Husain Muslim bin, Sahih Muslim Juz II, 70
® Mundziri, Al-, Al-Hafidz Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Adzim, Ringkasan Sahih Muslim, diterjemahkan oleh
Syinqithi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, 539



“Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang
meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni
sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh™ "’

Dalam hadis tersebut para Ulama menafsirkan sadagah jariyah sebagai

wakaf dan ada juga yang mengartikannya dengan a/-habs (harta yang pokoknya

dikelola dan hasilnya didermakan).
HCadglly gy Bl S3iaidls

“Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf”

Wakaf menurut bahasa berarti “al-habsu’ yang berasal dari kata kerja habasa-
yahbisu-habsan, yakni menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian
istilah wakaf dalam kitab karangan Sayyid Sabiq diartikan menahan harta benda dan
mentasarufkan manfaatnya di jalan Allah.'?

Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ ialah menahan harta yang mungkin
diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan
untuk kebaikan." Adapun wakaf menurut KHI dan Undang-undang wakaf hampir
sama yakni perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran
Islam."

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasannya peraturan
khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan wakaf, sangatlah

berguna bagi umat Islam dalam penyelesaian segala permasalahan yang muncul,

' Al Hajjaj, Muslim Juz II, 70.
" Sayyid Sabiq, Fighu As-Sunnah Juz 3, 978.
2 Ibid.
13 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,2002),25
'* Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 232



dalam hal ini penulis mencoba untuk menghubungkan masalah yang terjadi di
lapangan dengan peraturan yang seharusnya diterapkan.

Dalam pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah jelas
disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda
wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. Sarana dan kegiatan ibadah;

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah
dan peraturan perundang-undangan.'’

Selain itu pada pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, harta benda
wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan;
b. Disita;
c. Dihibahkan;
d. Dijual;
e. Diwariskan;
f. Ditukar; atau
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.'®
Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, segala praktek mengenai

perwakafan yang terjadi di masyarakat, baik mengenai peruntukan maupun yang

'’ Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakatf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya, 15
16 7, :

1bid., 21



terkait dengan larangan harus merujuk pada Undang-Undang Wakaf, tetapi tidak
demikian dengan yang terjadi di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo

Di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo pada sekitar tahun 2001 muncul kasus
pengambilalihan tanah wakaf oleh Ahli waris Nazir, di mana Ahli waris Nazir
mengubah fungsi tanah wakaf dari ketentuan asal yang telah ditetapkannya di ikrar
wakaf, dari yang awalnya tanah wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan

dan peribadatan berubah menjadi tanah wakaf untuk keperluan umum

Pada awalnya tanah wakaf MI al-Hikmah terletak di Buduran Sidoarjo
Adalah wakaf dari Maksoem yang diserahkan kepada Nazir Farhan Bahri, akan
tetapi, setelah Wakif dan Nazir Meninggal dunia muncul sengketa antara keluarga
ahli waris Wakif dan Ahli waris Nazir, puncaknya pada tahun 2001 keluar akta ikrar
wakaf yang menerangkan bahwa semua ahli waris nazir bertindak sebagai wakif. Hal

ini di perkuat dengan keluarnya akta ikrar wakaf 13.02/UK.01/437/2001

Dalam aturan hukum Islam disebutkan bahwasannya harta benda yang telah
diwakafkan tidak boleh diubah / ditukar, dijual, dihibahkan maupun diwariskan,
selain itu dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menyebutkan
bahwa harta benda wakaf hanya boleh ditujukan untuk kepentingan peribadatan dan
sosial kemasyarakatan (kepentingan umum). Oleh karena itu penulis ingin
memaparkan lebih jauh tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap

permasalahan yang terjadi di MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo.

. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dapat

diidentifikasi, melalui pengembangan dari identifikasi masalah tersebut akan



menjembatani penulis untuk merumuskan sebuah permasalahan yang menjadikan
tanda tanya besar bagi penulis.
Dari hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai
berikut :
1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pengambilalihan tanah wakaf
oleh ahli waris nazir.
2. Berdasarkan fakta bahwa tanah yang dijadikan objek wakaf bukan milik wagif
(ahli waris nazir) secara sah dan sempurna.
3. Selain itu perlu pula diketahui bagaimana status tanah yang diambil alih oleh ahli
waris nazir.
4. Bagaimana hukum mewakafkan tanah sengketa
5. Hukum mewakafkan tanah sengketa
. Batasan Masalah
Dari masalah-masalah yag telah diidentifikasi di atas, masalah yang akan
dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada faktor pengambilalihan tanah wakaf
oleh ahli waris nazir di MI Al-Hikmah desa Buduran kecamatan Buduran kabupaten
Sidoarjo, dan akan di analisa menggunakan hukum Islam.

. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka studi ini perlu dirumuskan dalam

bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf
oleh ahli waris nazir di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo ?

2.  Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengambilalihan tanah wakaf

oleh ahli waris nazir di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo?
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan deskripsi
masalah yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan
oleh peneliti lain sebelumnya sehingga, diharapkan tidak terjadi pengulangan materi

penelitian.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan
mengenai pengambilalihan tanah wakaf, memang bukan yang pertama kali
dilakukan. Tema yang dibahas pada skripsi kali ini secara global sudah pernah dikaji
dalam skripsi sebelumnya, seperti skripsi yang dibahas oleh Anas Syamsuddin
Muzakki yang berjudul “Penguasaan Ahli waris Terhadap pengelolaan Tanah Wakaf
Masjid Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus
Desa Sambiroto Kec Sooko Kab Mojokerto )."’

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Nurul Qamariah dengan NIM: C31304010
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no. 41 tahun 2004
terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf mushalla menjadi pendopo makam
Mbah H. Ali Mas’ud Sidoarjo” yang memfokuskan tentang praktek perubahan
penggunaan tanah wakaf masjid untuk pendopo makam serta menganalisis faktor-
faktor dan juga pertimbangan sampai terjadi perubahan peruntukan.'® Perubahan
peruntukan tanah wakaf dari mushala menjadi pendopo makam H. Ali Mas’ud

dikarenakan semakin banyaknya para peziarah di makam H. Ali Mas’ud sehingga

"Anas Syamsuddin Muzakki, Penguasaan Ahli Waris Terhadap pengelolaan Tanah Wakat Masjid
Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi kasus Desa Sambiroto Kec Sooko
Kab Mojokerto), Tahun 2008

' Nurul Qamariah, lulusan TAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan AS tahun 2008
dengan judul skripsi 7injauvan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap
Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf MusOlla Menjadi Pendopo Makam Mbah H. Ali Mas’ud
Sidoarjo
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perlu dibuatkan pendopo makam, agar para peziarah tidak bercampur baur antara
laki-laki dan perempuan.

Ketiga, skripsi yang dibahas oleh Nur Azminanto dengan NIM: C01398057
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan PP No 28 Tahun 2007 terhadap perubahan
peruntukan tanah wakaf dari Masjid Al-Mursyidien menjadi kantor di Semolowaru
Surabaya”, ia memfokuskan penelitiannya terhadap proses perubahan peruntukan dan
dasar argumen dalam perubahan peruntukan wakaf tanah masjid menjadi kantor."
Perubahan peruntukan tanah wakaf dari Masjid Semolowaru menjadi kantor di
Semolowaru Surabaya dikarenakan dalam perkembangannya masjid tidak dapat
menampung jama’ah dan mulai rusak, sedangkan keberadaan kantor masjid sangatlah
dibutuhkan.

Berbeda dengan skripsi yang tersebut di atas, penulis lebih membahas tentang
pengambilalihan tanah wakaf yang di lakukan oleh ahli waris nazir, di MI al-Hikmah
Buduran. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah:

. Perubahan peruntukan tanah wakaf dari yang awalnya ditujukan untuk peribadatan
dan pendidikan menjadi tanah wakaf untuk keperluan umum.

. Perubahan peruntukan yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum, melainkan
untuk kepentingan pribadi ahli waris nazir.

. Perubahan peruntukan yang terjadi hanya sebagian dari keseluruhan tanah wakaf,
maka dari itu penulis lebih menyebutnya sebagai bentuk pengambilalihan.

Tanah wakaf yang diambilalih sebelumnya dalam keadaan baik, tidak mengalami
kerusakan ataupun kurang berfungsi seperti masalah-masalah yang terjadi pada

skripsi sebelumnya.

' Nur Azminanto, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003 Fakultas Syariah Jurusan AS
dengan judul skripsi 7injavan Hukum Islam dan PP No 28 Tahun 2007 terhadap perubahan
peruntukan tanah wakaf menjadi Masjid Al-Mursyidien menjadi kantor di Semolowaru Surabaya
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Terdapat fakta adanya penjualan sebagian tanah wakaf oleh ahli waris nazir.

. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan apa yang melatar belakangi munculnya
pengambilalihan sengketa tanah wakaf di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo
. Untuk mengetahui faktor dan kronologi pengambilalihan tanah wakaf di MI al-
Hikmah Buduran Sidoarjo yang dilakukan oleh ahli waris nazir.
. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengambilalihan

tanah wakaf di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo yang dilakukan oleh ahli waris nazir.

. Kegunaan Hasil Penelitian

. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan
dan kepentingan ilmiah dalam studi perwakafan khususnya yang berkaitan dengan
penyalahgunaan dan pengambilalihan obyek wakaf berupa tanah.

. Dari segi praktis diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk
menyelesaikan masalah penyalahgunaan dan pengambilalihan tanah wakaf di

masyarakat.

. Definisi Operasional
Agar lebih mudah memahami pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya

pencantuman Definisi Operasional, diantaranya adalah:

. Hukum Islam

Hukum yang bersifat umum (ku//i) yang dapat diterapkan dalam perkembangan

Hukum Islam menurut kondisi, situasi masyarakat dan masa.”® Dalam hal ini Hukum

%% Hasby Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta, 44
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Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam
kitab-kitab hasil rumusan para fugaha yang didasarkan pada al-Quran dan Hadis.
2. Pengambilalihan
Penguasaan tanah wakaf MI al-Hikmah oleh ahli waris nazir sebagian dimiliki oleh
pribadi, sebagian untuk umum, yang sudah di kelola oleh yayasan dan juga mendapat
persetujuan dari pihak keluarga tetapi pada akhirnya diambilalih oleh ahli waris
nazir.
Dari definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti berusaha
meneliti dan menganalisis kasus pengambilalihan tanah wakaf oleh ahli waris nazjr di
MI al-Hikmah desa Buduran dengan menggunakan pisau analisis yang berupa Hukum

Islam.

I. Metode Penelitian

1. Data yang akan dikumpulkan

a. Asal usul tanah wakaf yang disalahgunakan

b. Data tentang tanah wakaf yang dijadikan MI al-Hikmah yang terkait status tanah
baik sebelum terjadi maupun sesudah terjadi sengketa.

c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh nazir untuk menyelesaikan persoalan
penyalahgunaan sebagian tanah wakaf.

d. Data dari hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas:



L

10.

11.

12.

14

Data primer yaitu data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber
pertama yang ada di lapangan melalui penelitian,”’ di antaranya: Nazir, saksi,
keluarga ahli waris wakif, warga Desa Buduran dan Pegawai KUA setempat.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data
tersebut sudah tersedia yang sifatnya melengkapi data primer? di antaranya:
Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

PP No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf

Sayyid Sabiq, Fighu As-Sunnah juz 3

A. Faishal Haq, Hukum Wakat dan Perwakatfan di Indonesia

Juhaya S Praja, Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya

Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-‘aini, ‘Umdatul Qari Syarh
Sahih Al-Bukhari

Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sanady, Shohih Bukhori Juz 2
Imam Abi Al Husain Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim Juz 2

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Khusaini, Kifayatul Akhyar Juz I
Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama
dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakat Serta Penyelesaian Atas
Sengketa Wakaf

Dokumen yang berkaitan dengan perwakafan, yakni salinan akta ikrar wakaf dan
sertifikat tanah wakaf, selain itu adalah hasil notulen dari wawancara dengan nara
sumber.

Hasan Ayyub, Figh Al-Mu‘amalat Al-Maliyyah Fil Islamiy, Kairo: Dar As-Salam,

2006

I Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),12.
2 5
1bid.
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14.

15.

16.

15

Bakar, Sayyid Abi, /‘anah At-Talibin, Semarang: Toha Putera, tt

Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Gazaliy, A/-Wajiz, Beirut- Lebanon: Dar
Al Fikr, tt

Sa‘id Hawwa, A/-‘Ibadat Fil Islamiy, Kairo: Dar As-Salamiy, 2005

Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, A/ Bayan fi Figh Al Imam
Asy-Syafi ‘iy, Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1983

Teknik pengumpulan data

Interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan,”

di antaranya: nazir, saksi dan keluarga wakif, kemudian jawaban dari responden
langsung direkam atau dicatat.

Studi dokumentasi, yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan
dengan penelitian, dan penulis juga mencari dan mengumpulkan data yang berasal
dari catatan atau arsip-arsip yang tersimpan yang terkait dengan penelitian ini.
Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang tidak
menggunakan model matematik statistik dan model tertentu lainnya, akan tetapi
hanya dengan cara pengecekan data yang diperoleh kemudian melakukan uraian dan
penafsiran.**

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu pengkajian
yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari

teori secara umum) dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari

» M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 85

24 Ibid,, 98
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peristiwa atau kejadian dalam pengambilalihan sengketa tanah wakaf di Buduran

Sidoarjo

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan

perincian sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

: merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

: merupakan landasan teoritis tentang wakaf baik dari ketentuan fikih

maupun undang-undang wakaf yang meliputi: pengertian wakaf, dasar
hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, kedudukan harta benda wakaf,
macam-macam wakaf, perubahan status dan peruntukkan tanah wakaf,

ketentuan dalam perundang-undangan

: merupakan hasil penelitian atau data penelitian yang berisi sekilas

gambaran umum tentang MI al-Hikmah, asal-usul wakaf yang
disalahgunakan, alasan-alasan yang mendasari ahli waris nazir
melakukan pengambilalihan sebagian tanah wakaf dan upaya-upaya
yang telah dilakukan oleh nazir untuk menyelesaikan persoalan
penyalahgunaan sebagian dan pengambilalihan tanah wakaf oleh ahli

waris nazir

: merupakan analisis Pengambilalihan Tanah wakaf oleh ahli waris nazir

dalam pandangan Hukum Islam

: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

. Wakaf Menurut Hukum Islam

. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti “al-habsu’ yang berasal dari kata kerja
habasa-yahbisu-habsan, yakni menjauhkan orang dari sesuatu atau
memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa’ yang
bermakna mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan wakaf menurut istilah
syara’ ialah menahan harta dan mensedekahkan manfaatnya di jalan Allah
(digunakan untuk kebaikan).'

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, diantaranya
pertama Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan benda milik wakif dan
menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan
dengan tujuan kebajikan, maka dari itu harta wakaf tetap menjadi milik si wakif
sehingga ia boleh menariknya kembali, dikarenakan menurutnya hukum wakaf

ialah jaiz (boleh), tidak wajib seperti pinjam meminjam,> Abu Hanifah

! Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, h. 406

2 Suparman Usman, Hukum Perwakatfan di Indonesia, h. 25

19
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mendasarkan argumennya atas a/-ra’yu yang didasarkan pada konsep wakaf yaitu
habs al-‘ain ‘ala milk al-wagqif, hal ini berkaitan dengan teori Abu Hanifah yang
mengartikan milik sebagai milik sepenuhnya, oleh karenanya si wakif sebagai
pemilik benda wakaf mempunyai hak “menggunankan” (tasarruf) sepenuhnya.’
Kedua, Malikiyah mengartikan wakaf dengan menjadikan manfaat benda yang
dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak dengan suatu akad (sigaf) dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, ketiga Syafi’iyah
mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta
kekal materi bendanya dengan cara memutus hak pengelolaan yang dimiliki oleh
si wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang diperbolehkan oleh syari’ah yang
berarti si wakif sudah tidak memiliki hak lagi atas harta yang sudah
diwakaﬂ<annya.4 Seperti yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi‘dy dalam
kitabnya: bahwasannya yang dimaksud dengan wakaf secara bahasa adalah
pemberian tanpa ada batas waktu yakni untuk selama-lamanya °, keempat
Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan kata yang lebih sederhana yakni

menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.®

3Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya, h.
16

* Sayyid Abi Bakar, /‘anah At-Talibin, h. 157

> Syafi‘iy, Asy-, Al Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris, A/ Bayan fi Figh Al Imam Asy-
Syafi’7, Jilid 8, h. 48

% Magqdisiy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muhammad Hasan Isma‘il (ed), A/-Mugni,
h. 227
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Sesungguhnya wakaf merupakan bentuk amalan yang sangat dianjurkan
dalam Islam, disebabkan pahalanya tidak akan terputus selama barang yang
diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf hampir sama dengan
sadaqah, karena dalam arti luas sadagah memiliki makna sesuatu pemberian yang
dikeluarkan dari harta milik seseorang kepada orang lain, yang membedakan
dengan wakaf hanya dari sisi manfaatnya. Jika sadagah berupa segala pemberian
tanpa ada sifat-sifat khusus yang mendasarinya, berbeda dengan wakaf, dimana
harta yang diwakafkan harus memiliki sifat tahan lama.’

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah suatu
bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam yang pelaksanaanya dilakukan
dengan cara menahan asal benda wakaf yang bisa diambil manfaatnya dan tahan
lama untuk digunakan dalam kebajikan dengan tujuan agar mendapat ridla Allah
swt.

. Dasar Hukum Wakaf
Dasar hukum wakaf, baik dari al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut:

a. Allah berfirman dalam Q.S.3.(Ali Imron): 92

(A7) ke o 0 36 5 20 1A U5 08 B A & 20

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.®

" Musthafa Kamal dkk, Figh Islam, h. 190

¥ Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya, h. 62
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b. Q.S.2(al-Baqarah): 261-262

-
Y

iy a5 i sl A g g 22 e S oo g el 0k ) g
G oad Y E A oo o s 088 iy ale gty 2l 2 2a) el

(Y1Y) 6;;2(&% rele 32 Vg 5.;;:6;;@;?;163?\5&2;523?

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)
bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
mengetahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

c. Q.S.2(al-Baqarah): 267

A4 365 K- . ok - a}/ f°,°./; S odo. F - Ll o 1.8 AT & pr o -
Ca 55 N5 W) G oS BT B (a8 ol B 18T 15T Gad)) ST

(YY) S 22 all BT 13005 4 10238 1Y) T 2805 0,04 4

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

? Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru), h.
65-66
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melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.'’

d. Q.S.22(al-Hajj): 77

(vV) bsilt 18T S ladis 185 1,3 sy 1881 VT sl Gy

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
e. HR.Muslimr.a

p
(IR

S V) alas 2 g2 Sdyl St 1) 36 dlog B A Lo db Jotg ST Es o o

>

1] REEEP y 1. o/‘ L0 ° c/; 1 B . 5, R
4 g e 9 3l 4 2a30 e Bl DE B, e Y] 230

“Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang
meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni
sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh”

Ulama menafsirkan sadagah jariyah sebagai wakaf dan ada juga yang
mengartikannya dengan al-habs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya
didermakan). Shadaqah jariyah dalam Hadits di atas direalisasikan dalam bentuk
wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif. Seperti yang
tersebut dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abi Bakar
Ibn Muhammad Al-Khusayniy dan Fathul Mu‘in karangan Syaikh Zainuddin bin

‘Abdul ‘Aziz Al-Mulaybariy:.

Yibid h. 67

" Hajjaj, Al-, Imam Abi Al Husain Muslim bin, Sahih Muslim Juz II, h.70



24

P e 5, B3 1l Ry

“Ulama mengartikan shadaqah Jariyah sebagai wakaf”

f. HR. Muslimr.a

6 I s e oo e aly Lo o8 B S G s cf 6 s e
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“Dari Ibnu “Umar r.a, ia berkata,” Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Saya
mendapatkan tanah, dan bagaimana engkau memerintahkanku?”, Rasulullah
bersabda: “jika kamu bersedia, tahanlah zat bendanya dan kamu bisa
menyedekahkan hasil dari padanya”, maka Umar menyedekahkannya dan
membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula
diwariskan, selanjutnya dia berkata,: "Umar menyedekahkan hasil kebun itu
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu.
Tiada berdosa orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari
penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa

"2 Khusainy, Al-, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad, Kifayatul Akhyar Juz I, h. 603

'3 Al Hajjaj, Sahih........ ,h.70
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menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang
menggunakannya seperti miliknya sendiri)."*

3. Rukun dan Syarat Wakaf
a. Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wakif disyaratkan bagi
orang mukallaf, yang ahli berbuat kebaikan, memeiliki Mawquf, dan dalam
pelaksanaannya tidak ada paksaan yakni dengan syarat orang tersebut berakal
sehat, baligh dan tidak lalai/ boros (karena harta orang boros dibawah kuasa
walinya),”” telah dapat mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang
dilakukan, merdeka atau jika wakif seorang budak maka ia harus mendapat izin
dari majikannya terlebih dahulu, dikarenakan wakaf merupakan pengguguran hak
milik seseorang dengan memberikan hak tersebut kepada orang lain, sedangkan
hamba sahaya tidak mempunyai hak milik."

b. Benda yang diwakafkan (Mawgqu{)

Benda yang diwakafkan merupakan benda yang jelas, memiliki nilai guna

dan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (tahan lama), milik orang

yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bisa dipindah tangankan dari milik

" Munziry, Al-, Al-Hafiz Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azim, Ringkasan Sahih Muslim,
Diterjemahkan oleh Syinqithi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, h. 539

'* Kirdiy, Al-, Muhammad Amin, Tanwirul Qulub, h. 256

'® A. Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, h. 17-18
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seseorang ke milik orang lain.'” Selain itu barang yang diwakafkan apabila
didasarkan pada wasiat maka besarnya wakaf tidak boleh lebih dari sepertiga
harta yang ditinggalkan.

Ketentuan besarnya wakaf yang didasarkan atas wasiat didasarkan pada

hadits Nabi saw:

Dari Sa’ad Bin Abi Waqash ra bahwa ia bertanya, wahai Rasulullah, saya
seorang yang mempunyai harta benda, sedang warisku hanya seorang anak
perempuan, maka bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta benda saya
tersebut? Nabi saw menjawab: “jangan” saya bertanya: “bolehkah saya
sedekahkan separohnya?” Nabi menjawab: “jangan” sayapun bertanya kembali:
“bolehkah saya sedekahkan sepertiganya?” Jawab Nabi saw: “sepertiga itu sudah
cukup banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan warismu menjadi orang
yang berkecukupan itu lebih baik dari pada engkau tinggalkan menjadi orang-

orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain”."

' Gazaliy, Al-, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid, A/-Wajiz, h. 199
'8 Sanady, As-, Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin ‘Abdul Hadi, Sahih Bukhari Juz 2, h. 232

' Kamal dkk, Figh........ ,h.192
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Benda yang sifatnya tetap secara mutlak boleh diwakafkan, sedangkan
benda bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan terdapat ketentuan
tersendiri. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah, dimana benda
bergerak yang boleh diwakafkan ada tiga macam, diantaranya;* perrama, benda
yang selalu mengikuti benda tetap seperti bangunan dan pepohonan, alat yang
khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap seperti alat pembajak, kedua,
benda yang dalam ketentuan syari’at boleh diwakafkan seperti pakaian dan
hewan untuk berperang, pendapat ini disepakati oleh muridnya yaitu Abu
Yusuf,?! seperti yang telah tersebut dalam hadits Nabi berasal dari Abu Hurairah

dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari;
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Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan iman dan
ikhlas karena Allah, sesungguhnya jasad, kencing, dan beraknya akan ditimbang
sebagai kebaikan di hari kiamat.”

* Sa‘id Hawwa, Al-‘Ibadat Fil Islamiy, h. 2472-2473

! Muhammad Jawad Mughniyah, A/ Fighu ‘Ala Al Mazahib Al Khamsah, diterjemahkan oleh
Masykur A.B, ef al, h. 646

> Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 2, h. 374

3 Praja, Perwakafan di Indonesia........ ,h. 12
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Ketiga, sesuatu yang menurut kebiasaan boleh diwakafkan seperti buku
dan Al Qur’an.

Berbeda dengan pendapat Malikiyah yang membolehkan mawgquf berupa
barang apapun baik tetap atau bergerak karena yang diutamakan adalah
manfaatnya. Adapun golongan Syafi’iyah mengutamakan sifat kekal dari
manfaat benda yang akan diwakafkan, sedangkan menurut golongan Hanafiyah
segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan dapat diwakafkan dengan syarat mubah
pada manfaatnya sedang barangnya kekal.**

Penerima wakaf (Mawquf ‘Alaih)

Mawquf ‘alaih ada dua macam: pertama jelas (nadzir), kedua tidak jelas
(tujuan wakaf). Jika yang dimaksud dengan Mawquf ‘alaih merupakan tujuan
wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada unsur pendekatan diri
kepada Allah (tidak boleh mengandung unsur maksiat).*

Sasaran berupa salah satu bentuk dari bentuk kebajikan (seperti
kepentingan agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial), di dalamnya tidak
terdapat maksiat yang diharamkan oleh syari’at dan kebajikan dalam sasaran
wakaf hendaknya bersifat terus menerus (jangka waktu lama).

Ketentuan bagi penerima wakaf (nadzir) diantaranya orang yang cakap

hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf, seperti halnya si wakif, jadi

* Hawwa, Al-‘Ibadat........ ,h. 2472-2473

» Al-Kirdiy, Tanwirul........, h. 256
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tidak sah wakaf kepada hamba sahaya ataupun anak kecil. Hendaknya
diterangkan dengan jelas kepada siapa atau benda yang akan diwakafkan, dan
penerima itu harus amanah, ada ketika terjadi wakaf, dan tidak bertentangan
dengan aturan hukum yang berlaku.?

Wakif berhak menentukan siapa yang akan dijadikan nadzir, baik ia sendiri
maupun dari orang lain. Jika wakif tidak menunjuknya, dari pihak pengadilan
bisa menunjuk nadzir dari kerabat dekat wakif ataupun orang yang dapat
dipercaya oleh si wakif. Pengangkatan nadzir bertujuan agar benda wakaf tetap
terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nadzir boleh melakukan apapun atas harta benda wakaf, asalkan
mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan untuk wakaf yang dikelolanya. Selain
itu tindakan yang dilakukan tidak menghilangkan zat dari benda wakaf itu
sendiri maupun mengalihkan kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut.
Nadzir tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul atas harta wakaf,
kecuali diketahui dengan sebenar-benarnya bahwa kerusakan itu memang

disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan nadzir.”’

%% jbid, h. 256
" Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 92
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Nadzir diperbolehkan menggunakan atau memakan sebagian dari benda
wakaf itu dengan syarat-syarat: tidak dengan maksud untuk memilikinya, hanya

secukupnya dalam arti tidak bermaksud untuk menumpuk harta kekayaan.®

d. Lafazatau pernyataan penyerahan wakaf
Lafaz atau sigat ialah segala ucapan, tulisan maupun isyarat dari seseorang
yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang
diinginkannya. Wakaf harus diucapkan dengan jelas tentang benda wakaf,
penerima dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.”
Secara umum syarat sahnya sighat adalah:
1) Harus munjazah (terjadi seketika), hal ini menunjukkan terlaksananya wakaf
seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
2) Tidak diikuti syarat bati/ (palsu), maksudnya ialah syarat yang merusak
dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni keabadian
3) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah
dilakukan.”
Wakaf yang yang sighat-nya dinyatakan oleh wakif dengan lisan, tulisan

ataupun isyarat tetap dianggap terjadi meskipun tidak terdapat ungkapan gabu/

% Sayyid Sabiq, Figh........ ,h. 414
* Sa‘id Hawwa, A/-‘Tbadat........ , 2474

%% Proyek Peningkaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan
Haji, Figh Wakaft, h. 58-59
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dari mauqut ‘alaih. Wakif hanya boleh melakukan sighat ijab dengan isyarat
apabila memang tidak mampu melakukan dengan lisan dan tulisan.’’

Dasar atau dalil diperlukannya sigar dalam wakaf ialah karena wakaf
adalah melepaskan hak milik, benda dan mafaat ataupun manfaat saja kepada
orang/pihak lain. Maksud dan tujuan melepaskan hak milik adalah urusan hati,
sedangkan tidak ada seorangpun yang mengetahui maksud hati seseorang, oleh
karenanya dengan pernyataanlah bisa diketahui maksud dan tujuan seseorang

yang sesungguhnya.*?

Lafazsigat ada dua macam, yaitu:

) Lafazyang jelas (sarih): LI 5 Eois 5 L5

Lafaz yang tersebut di atas tidak mengandung makna lain selain wakaf, maka
jika lafaz ini ucapkan ketika melakukan ikrar wakaf langsung dihukumi sah.

z ow .
I3

2) Lafadz kiasan (kinaya): <% SESE R NV

Lafadz yang tersebut di atas mengandung makna ganda (belum jelas). Maka
dari itu lafadz-lafadz tersebut haruslah diiringi dengan niat wakaf secara

tegas.”

3! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 244

32Proyek Peningkaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan
Haji, Figh ........ ,h. 54

Hasan Ayyub, Figh Al-Mu‘amalat Al-Maliyyah Fil Islamiy, h. 291-292
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4. Kedudukan Harta Benda Wakaf
Para ulama berpendapat bahwa terdapat empat macam kedudukan harta
benda wakaf, yakni:

1. Hanafiyah: kedudukan harta benda wakaf masih tertahan atau terhenti
ditangan wakif itu sendiri, dalam arti harta yang telah diwakafkan masih
menjadi milik si wakif, jika yang diwakatkan hanya manfaat dari harta
tersebut, bukan aset dari harta itu sendiri

2. Malikiyah: harta wakaf hanya diberikan kepada yang berhak dan kedudukan
harta benda wakaf tetap menjadi milik si wakif jika jangka waktu wakaf
telah habis sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya®®

3. Syafi’iyah: kedudukan harta benda wakaf sudah bukan menjadi milik si wakif
akan tetapi menjadi milik Allah sehingga tidak diperbolehkan melakukan
perubahan atas HBW (Harta Benda Wakaf)

4. Hanabilah: seperti pendapat golongan syafi’iyah yang menganggap bahwa
harta benda wakaf terlepas dari milik si wakif dan menjadi milik Allah atau
milik umum. Wewenang mutlak wakif seketika itu terlepas dari wakif,
sehingga ia tidak dapat menarik kembali wakaf atau mengalihkan hak

milik.*>

3* Redaksi, Wakaf Dalam Islam, http:/baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html, selasa
2 Juni 2009
3 Hasan Ayyub, Figh........ ,h.307
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Maka dari itu golongan Syafi’iyah dan hanabilah mendefinisikan wakaf
sebagai suatu pemberian dengan menahan zat benda atas dasar milik Allah dan
kepemilikan wakif putus saat itu, sedangkan pemanfaatannya diberikan kepada
masyarakat secara umum.’®
. Macam-Macam Wakaf

Dilihat dari sisi pemanfaatan dan penggunaannya wakaf dalam hukum
Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni wakaf ahli dan wakaf khairi.”’
a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau zurri dan bisa juga disebut sebagai wakaf keluarga, yaitu
wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial dalam keluarga dan
keturunannya. Secara umum wakaf ini diperbolehkan, hal ini didasarkan pada

hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang adanya wakaf

keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya.

ww\y@\guduuwd@uﬁgm

3% Haq, Hukum Wakafdan ........ ,h. 37

*7 Sayyid Sabiq, Figh........ ,h. 406
¥ As-Sanady, Sahih ........ ,h.237
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“Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwa ia mendengar
Anas r.a berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Thalhah:
Menurut pendapat saya berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu. Abu
Thalhah berkata: akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian ia akan
membagi-bagikannya kepada ahli kerabat dan anak pamannya.”’

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau bisa disebut sebagai wakaf umum ialah suatu bentuk
wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk tujuan kemaslahatan masyarakat pada
umumnya. Pada mulanya wakaf khairi ada yang berstatus wakaf ahli. Banyak
pendapat yang menyatakan bahwa untuk wakaf khairi dalam pengucapan ikrar
wakaf disyaratkan ada nadzir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut. Jika
wakif tidak sangup memilih, maka hakim akan menunjuknya.*’

Wakaf jenis ini merupakan wakaf yang paling sesuai dengan ajaran Islam,
dikarenakan jelas manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat secara
umum, selain itu juga merupakan sarana penyelenggaraan kesejahteraan
masyarakat baik baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan
pendidikan. Seperti yang diwujudkan dalam bentuk bangunan sekolah, rumah

sakit, rumah yatim piatu, asrama dan pondok pesantren.*’

39 Haq, Hukum Wakaf dan........, h. 4-5
4 Praja, Perwakafan di Indonesia ........, h. 30-31

U Ali, Sistem Ekonomi Islam ........ ,h. 91
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Untuk penerima wakaf khairi boleh dari orang Non Muslim dengan
ketentuan tidak memusuhi atau memerangi umat Islam.* Hal ini sesuai dengan
yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8,
yang bunyinya:

2
-
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Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.
(Al-Mumtahanah:8)*

Pada prinsipnya diantara wakaf ahli dan wakaf khairi tidak terdapat
perbedaan keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan
sebagai wujud pelaksanaan terhadap perintah Allah untuk membelanjakan
sebagian harta di jalan-Nya. Perbedaan diantara keduanya terletak pada
pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga
wakif, yakni anak-anak mereka dan keturunannya sampai semua anggota
keluarga meninggal semua, kemudian setelah itu baru dimanfaatkan untuk orang

lain, baik anak-anak yatim, orang miskin, janda dan selainnya. Sedangkan wakaf

khairi dari awal memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara

> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, A/-Muhazib Fi Figh Al Imam Asy-Syati iy, h. 323

* Departemen Agama Republik Indonesia, A/ Quran dan ........ , h. 550
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umum. Meskipun dalam wakaf ahli terdapat kebaikan yakni memuat amal ibadah
dan kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanat wakaf,
didalamnya juga terdapat keburukan, yakni ketika nantinya terjadi kepunahan
mauquf ‘alaih dan seringkali terjadi perselisihan yang mengakibatkan
persengketaan antar keluarga yang memperebutkannya.

. Perubahan Status dan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan
kepada orang lain. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada harta benda wakaf
sehingga tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk
keperluan lain yang serupa, hal ini demi menjaga kemaslahatan harta benda
wakaf.

Sebagian Ulama berbeda pendapat mengenai perubahan peruntukan harta
benda wakaf. Diantaranya Syafi’i dan Malik yang menyatakan bahwa benda
wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang
berfungsi), maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, dipindahkan,
akan tetapi harta benda wakaf tersebut dibiarkan dalam keadaannya. Pendapat
tersebut didasarkan pada hadits Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar dimana
disebutkan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau

. . 44
diwariskan.

* Usman, Hukum Perwakafan ........ ,h. 38-39
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Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, jika suatu benda wakaf sudah tidak
dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, maka wakaf tersebut harus dijual
dan uangnya dipergunakan untuk mengganti benda wakaf tersebut, sehingga
wakaf tetap bisa berlanjut dan tetap bisa dimanfaatkan. Misalkan memindahkan
masjid dari daerah satu ke daerah lain dengan cara menjualnya, karena masjid
sudah tidak bisa difungsikan lagi (sebab arus perpindahan penduduk dan lain-
lain). Hal ini didasarkkan pada kasus Umar bin Khathab yang mengganti masjid
Kufah yang lama dengan yang baru dan tempat yang lama menjadi pasar. *°

Dua pendapat diatas sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Dalam
madzhab Syafi’i perubahan status, penukaran benda dan tujuan wakaf memiliki
peraturan yang ketat, namun demikian berdasarkan kebutuhan mendesak dan
prinsip maslahat dikalangan para ahli hukum (figh) Islam madzhab lain
perubahan atas harta benda wakaf itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada
pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung terus menerus sebagai
sadaqah jariyah, tidak mubazirlagi karena rusak dan lain sebagainya.*®

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama
Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:

a. Apabila si wakif pada saat mewakafkan mensyaratkan bahwa dirinya dan

nadzir berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu boleh dilakukan.

* Adidjani Al-Abij, Perwakafan Tanah di Indonesia., h. 42-43

46 Usman, Hukum Perwakafan ........ ,h. 39
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b. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar,
sedangkan suatu saat benda wakaf itu tidak bisa lagi diambil manfaatnya,
maka diperbolehkan menukar dengan syarat atas izin hakim.

c. Jika harta wakaf itu bisa dimanfaatkan, akan tetapi terdapat cara lain yang
dipandang lebih menghasilkan banyak manfaat, maka terdapat perbedaan
pendapat diantara Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan seperti Abu
Yusuf, karena hal tersebut tidaklah menghilangkan apa yang dimaksud oleh
si wakif dan ada yang melarang, seperti Hilal dan Kamaluddin bin Al
Himam, karena yang terpenting dalam wakaf adalah tetapnya barang wakaf,
bukan bertambahnya manfaat, tetapi boleh menukar dengan syarat darurat
dan ada syarat dari si wakif ketika mewakafkan.*’

B. Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004
1. Pengertian Wakaf
Adapun wakaf menurut KHI dan Undang-Undang wakaf hampir sama yaitu
perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran

islam atau syari’at.*®

" Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, h. 351-
360

* WIPRESS, Kompilasi Hukum Islam, h. 232
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2. Dasar Hukum Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Undang-Undang RI No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional yang dibentuk berdasarkan ketetapan MPR No IV/MPR/1999
tentang GBHN tahun 1999-2004 yang menetapkan arah kebijakan
pembangunan hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum
nasional yang menyeluruh dengan mengakui dan menghargai hukum agama
dan hukum adat.

b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, pasal 14 (1) huruf b, pasal 5 dan pasal 49.

c. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah
milik.*

Selain itu yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh Pemerintah Indonesia
ialah Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang mengatur tentang tata
cara perwakafan tanah milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam
rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun
2001 tentang Yayasan yang menyinggung sedikit tentang wakaf (pasal 15 (3):
dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat

ditambahkan setelah kata “yayasan”), SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tentang

¥ Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Direktorat Jenderal Bibingan Masyarakat Islam
Departemen Agama, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, h. 20-21
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Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah, dimana Bank dapat bertindak sebagai
lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada
yang berhak dalam bentuk santunan/pinjaman kebajikan, dan SK Dir. BI No.
32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip
Syari’ah.”

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Wakif;

Dalam Undang-Undang wakaf telah jelas tertulis bahwa yang dimaksud
dengan wakif adalah pihak (orang/badan hukum) yang mewakafkan harta benda
miliknya. “Wakif dalam sistem perwakafan di Indonesia meliputi: 1) wakif
perseorangan, 2) Organisasi, 3) Badan Hukum” (pasal 7).

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
persyaratan: dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat
melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan
harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang

bersangkutan. Sedangkan Wakif badan hukum hanya dapat melakukan. wakaf

** Proyek Peningkaan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Figh Wakaf; h. 24-30

°! Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanannya, h. 6
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apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf
milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang
bersangkutan (pasal 8).

. Nadzir;

Nadzir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk
dikelola sesuai dengan peruntukannya (pasal 1).”

Sebagaimana wakif, nadzir juga meliputi: a) nadzir perseorangan, b)
organisasi atau ¢) badan hukum (pasal 9).>*

Perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi nadzir apabila
memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa,
amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum (pasal 10 (1)).”

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat menjadi nadzir
apabila memenuhi persyaratan: perfama pengurus organisasi yang bersangkutan

memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud sebelumnya;

52 jbid, h. 6-7
53 jbid, h. 4
% jbid, h. 8

55 jbid, h. 8
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dan kedua organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (pasal 10 (2)).”

Badan hukum sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi nadzir apabila
memenuhi persyaratan: perfama pengurus badan hukum yang bersangkutan
memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada syarat-
syarat sebelumnya; &kedua, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan ketiga, bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (pasal 10 (3)).”’

Nadzir yang dimaksudkan sebelumnya harus didaftarkan pada Menteri dan
BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, apabila tidak ada maka
didaftarkan di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI
di Kota/Kabupaten/Provinsi dan kemudian BWI menerbitkan tanda bukti
pendaftaran Nadzir. Salah seorang Nadzir perseorangan harus berdomisili di
tempat/lokasi benda wakaf berada, sepertiyang tersebut dalam pasal 4, 7 dan 11
PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.’®

Harta Benda Wakaf;

58 ibid, h. 8-9
7 ibid, h. 9

58 jbid, h. 66-73
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Tersebut dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa “Harta benda
wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara
sah” (pasal 15).”

Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Benda
bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti:
uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan benda bergerak lain
sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang.undangan yang
berlaku (pasal 16 (1 dan3)).®

Benda tidak bergerak meliputi (pasal 16 (2)):

- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar

- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang.undangan yang berlaku;

- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang.undangan yang berlaku.®’

% ibid,h. 11
5 jbid.

81 jbid.
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Ikrar Wakaf;

“Ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan atau tulisan
serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW” (pasal 17).%

Ketika Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan tertentu yang
dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk sendiri kuasanya dengan surat
kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (dewasa, beragama islam, berakal
sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum) (pasal 18).%

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan
surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW (pasal
19).%4

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang minimal memuat:
pertama, nama dan identitas Wakif; kedua, nama dan identitas Nadzir; ketiga,
data dan keterangan harta benda wakaf; keempat, peruntukan harta benda wakaf;

kelima, jangka waktu wakaf (pasal 21).%

82 jbid, h. 13
8 jbid.
5 jbid, h. 13-14

5 ibid, h. 14
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Peruntukan harta benda wakaf;

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya

dapat diperuntukan bagi:

1) sarana dan kegiatan ibadah

2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa

4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau

5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22).°

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada
pelaksanaan ikrar wakaf . Dan ketika wakif tidak menetapkan peruntukan harta
benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang
dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (pasal 23).%’

Jangka waktu wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (pasal 18) sebagai
penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf
yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya
(tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas

tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara,

% jbid, h. 15

57 jbid, h.15-16
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hak milik atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak
pengelolaan.®®
. Kedudukan Harta Benda Wakaf

Kedudukan harta benda wakaf yang berupa tanah menurut Peraturan
Pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 18 sebagai penjelasan atas UU no 41 tahun
2004 adalah bukan lagi menjadi milik si wakif, dikarenakan apabila harta benda
wakaf yang diwakafkan berupa tanah, maka tidak diperbolehkan dibatasi oleh
waktu, melainkan selama-lamanya. Hal itu berbeda dengan wakaf hak atas tanah
seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah Negara dan
seperti yang telah tersebut dalam pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006.
. Pengelolaan Wakaf Ahli dan Khairi

Dalam peraturan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tidak terdapat
pembedaan pengelolaan antara wakaf ahli dan khairi, hanya saja perlu adanya
kejelasan dalam pernyataan kehendak wakif dalam Majelis Ikrar wakaf, apakah
wakaf tersebut ditujukan kepada masyarakat secara umum ataukah hanya khusus
kepada kerabat dekat berdasarkan hubungan nasab dengan wakif.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku untuk
wakaf khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk Mauquf ‘Alaih tidak
dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan umum,

baik sesama kerabat secara turun temurun atau masyarakat secara umum.

58 ibid, h.79
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Sehingga keterangan dalam Akta lkrar Wakaf dapat dijadikan acuan oleh
berbagai pihak dalam pelaksanaan wakaf.
. Perubahan Status dan Peruntukan Tanah Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf dalam pasal 22 UU No 41
Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan perihal peruntukan harta benda wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah

2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

5. Kemajuan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan
peraturan perundang-undangan.

Harta benda yang telah diwakafkan tidak sama dengan yang belum
diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat lagi untuk dijadikan
jaminan, dihibahkan, dijual, diwariskan, disita, ditukar, ataupun dialihkan dalam
bentuk yang lainnya.

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, maka
nadzir melalui PPAIW harus mendaftarkan kembali kepada instansi yang

berwenang dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) sesuai ketentuan yang berlaku

% jbid, h. 15
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dalam Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang perwakafan dan PP no 42 tahun
2006 tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pada dasarnya harta benda wakaf tidak boleh diganti ataupun diubah
peruntukannya, akan tetapi terdapat pengecualiannya dimana telah diatur dalam
perundang-undangan yang berlaku, yakni Harta Benda Wakaf boleh diubah
peruntukannya apabila perfama digunakan untuk kepentingan umum sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan tidak menyalahi ketentuan syari’ah. Kedua harus ditukar dengan
benda yang sekurang-kurangnya memiliki manfaat dan nilai tukar yang sama
dengan benda wakaf sebelumnya. Ketiga Harta Benda Wakaf sudah tidak dapat
lagi digunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan keempat perubahan digunakan
untuk kepentingan keagamaan secara langsung dan mendesak (pasal 41).”°

Pada dasarnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun
2006 tidak berbeda jauh dengan PP No. 28 Tahun 1977 dalam hal larangan
dilakukannya perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf, terkecuali
dalam keadaan khusus dimana aturan memperbolehkannya, seperti yang telah

tersebut di atas.

0 ibid, h. 21-22
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Aturan dalam pasal 51 PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf

menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang akan dilakukan perubahan status

atau peruntukannya harus melewati prosedur sebagai berikut:"'

a.

Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan
status/tukar menukar tersebut;

Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor
Departemen Agama kabupaten/kota;

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti
dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat
Surat Keputusan;

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan
tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan
permohonan tersebut kepada Menteri; dan

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti
dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor

pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

" ibid, h. 106



BAB III
TINJAUAN HISTORIS KASUS PENGAMBILALIHAN

TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS NAZIR

A. Profil Madrasah Ibtidaiyah al-Hikmah Desa Buduran Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo
1. Sejarah singkat berdirinya MI Al-Hikmah Buduran Sidoatjo

MI al-Hikmah berlokasi di desa Buduran kecamatan Buduran kabupaten

Sidoarjo, yang didirikan oleh Bapak KH. Farhan Bahri pada tahun 1969. karena di
desa Buduran masyarakatnya mayoritas beragama Islam yang fanatik dengan ajaran-
ajarannya dan bertujuan untuk menampung anak-anak yang sudah waktunya sekolah,
supaya senantiasa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan ajaran Islam
yang dipeluknya.

Melihat perkembangan yang begitu meyakinkan, maka pada tahun pelajaran
1993/1994 MI al-Hikmah statusnya menjadi terdaftar, kemudian pada tahun
Pelajaran 1999/2000 statusnya berubah menjadi diakui, dan pada saat ini tahun
pelajaran 2010/2011 statusnya sudah berubah menjadi terakreditasi A (disamakan).'
2. Letak Geografis MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo

Madrasah Al-Hikmah Buduran Sidoarjo berada 100 m dari Jalan raya

Surabaya Malang dan terletak ditengah-tengah desa. Letaknya yang strategis karena

! Sumber : dokumentasi M1 al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 - 2013
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berada berdekatan dengan jalan raya besar, serta berada di kawasan agraris dan
industry, yang membuatnya menjadi alternative pendidikan bagi para penduduk,
baik penduduk pribumi ataupun non pribumi. Lokasi MI Al-Hikmah Buduran
Sidoarjo mudah untuk dijangkau dan mudah diketahui oleh masyarakat.’
3. Visi dan Misi MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo
a. Visi Madrasah
Terwujutnya lembaga pendidikan yang mencetak insan berwawasan
keimanan, ketagqwaan, dan akhlak mulia serta cerdas, cakap, trampil, dan inovatif
menuju sebuah prestasi
b. Indikator Visi
Untuk mewujudkan visi madrasah, MI Al-Hikmah memiliki beberapa
indikator capaian untuk mengukur keberhasilan, di antaranya:
Unggul dalam pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT
1. Unggul dalam akhlakul karimah
2.  Unggul dalam kompetisi melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi
3. Unggul dalam IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi)
4. Unggul dalam perolehan prestasi akademik
5. Unggul dalam lomba olahraga/seni
6. Unggul dalam lomba UKS, dan Pramuka

7.  Memiliki lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar

2 Sumber : dokumentasi MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 - 2013
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Mendapat kepercayaan dari masyarakat

c. Misi Madrasah

1.

Mengembangkan iklim Madrasah/sekolah yang kondusif dan Islami dengan
keteladanan =~ dan bimbingan yang memungkinkan peningkatan aqidah,
ibadah dan akhlaqul karimah serta penguasaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, bahasa, olahraga serta seni

Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di MI Al-Hikmah yang mampu
mengembangkan pola pendidikan yakni pembelajaran yang berorientasi pada
pencapaian life skill atau kecakapan hidup yang sesuai dengan perkembangan
zaman dan nilai-nilai kebudayaan bangsa

Meningkatkan peran serta masyarakat dan orang bangsa. Juga kerja sama

dengan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

d. Tujuan sekolah dalam 5 tahun ke depan

1.

Mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq dan
Iptek sehingga unggul akan prestasi berwawasan kebangsaan.

Menghasilkan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan yang
professional dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya masing-
masing.

Menghasilkan pencapaian standar sarana prasarana sesuai dengan standar

nasional pendidikan.
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Menghasilakan manajemen pengelolahan Madrasah yang partisipatif dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan.

Memenuhi sistem penilain sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Memiliki sambungan internet dan sistem informasi dan manajemen (SIM)

yang handal.



e. Struktur Organisasi Pengurus MI. al-Hikmah

a. Struktur Organisasi Pengurus MIL. Al Hikmah®

Ketua

Moh. Nur Yahya

Wakil Ketua
Moh. Anshori
Sekretaris
Bendahara Drs.H.Moh.Choirul
H. Ulivah
Wakil Bendahara Wakil Sekretaris
H. Tambar Kurnia Nur SH.
A 4 A 4 A 4 VL
Sie Pendidikan Sie Sosial Sie Humas Sie Pembangunan
Hj. Nadzifah Muzayanah H. Tambar Sobirin
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% Sumber : Data ini diperoleh dari dokumentasi MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 -

2013



b. Struktur Organisasi Sekolah MI. Al-Hikmah 2012/2013*

LP. Ma’arif Penqurus DEPAG
MI. Al Hikmah
Kepala Sekolah
Hj. Nadzifah Wafi
Wakil Kepala Sekolah
Chumaiyah, S. Pd.
\ 4 A 4
Humas Administrasi
Sudirman, M.Pd.I Nur Zainab
\ 4
Kependidikan
\ 4 VL \ 4 A\ 4 \ 4 A\ 4
Sie Sie Sie Sie UKS Sie Sie Agama
Kebersihan Perpust. Koperasi Heni, S.K Olahraga Drs. H. A.
Rahmat Umi B. Yeni R. S.Pd. M. Munir Choirul M.
Istiawan S.Ag S.Pd S.Pd.l M,Pd.1

Eval

uasi

Murid

* Sumber : dokumentasi M1 Al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 - 2013
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c. Keadaan Guru dan Siswa’

Tabel 1

Keadaan Guru MI al-Hikmah Buduran Tahun Pelajaran 2012 /2013

No. | Nama Bidang Tugas Keterangan
1. | Hj. Nadzifah, SPdI Guru Bidang Studi Kepala
Sekolah

2. | Chumaiyah, S. Pd. Guru Bidang Studi Wali Kelas VI

3. | Sudirman, S. Ag.M. Pdl | Guru Bidang studi Wakasek.

4. | Heni Sakdiyah, S.Pd Guru Kelas I Wali Kelas I

5. | Umi Barokah, S. Ag Guru Kelas I1 Wali Kelas II

6. | Yeni Rochman, S.Pd Guru Bidang Studi Wali Kelas III

7. | Drs. H. C. Mukhlis, | Guru Bidang Studi Wali kelas IV
M.Pd.I

8 Misbachul Munir Guru Bidang Studi Wali Kelas V

9. | Qoriah Guru Bidang Studi Guru

10 | Saidah Guru Bidang Studi Guru

® Sumber : dokumentasi MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 - 2013

o1



11 | Shofwatin Nuroniyah Guru Bidang Studi Guru
12 | Imam Hanafi Guru Bidang Studi Guru
13 | Syaifuddin Guru Bidang Studi Guru
14 | Istiqomah Guru Bidang Studi Guru
15 | Zainab Guru Bidang Studi Guru
Tabel I

Keadaan Siswa MI al-Hikmah Buduran Tahun Pelajaran 2012 / 2013
No. | Kelas L P Jumlah
1 1 28 18 46
2 2 25 13 38
3 3 22 29 56
4 4 23 21 44
5 5 22 23 45
6 6 23 21 44
Jumlah 268
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Tabel III

Sarana Dan Prasarana

No. | Nama Barang Keadaan Jumlah
1 Gedung Kelas Baik 6
2 Gedung Kantor / Guru Baik 1
3 Gedung Kepala Sekolah Baik 1
4 Gedung Perpustakaan Baik 1
5 Ruang Komputer Baik 1
6 Gedung Musholla Baik 1
7 Kamar Mandi Baik 6
8 Ruang UKS Baik 1
9 Kantin Baik 1

53

Sumber : dokumentasi MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 —2013

f. Kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah dalam bidang organisasi sekolah :

a. Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah merupakan organisasi yang berada di bawah

naungan pengurus organisasi sekolah.

b. Dalam segi edukatif Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah bernaung di bawah

Lembaga Pendidikan Ma’arif.
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c. Dalam bidang ketenagaan pendidik mengikuti kebijakan Departemen
Agamal.6
Organiasi-organisasi yang mendukung kelancaran aktifitas sekolah sebagai
berikut:
e Pengurus yayasan
e Komite sekolah
e Organisasi alumni
B. Tinjauan Historis PengambilalihanTanah Wakaf oleh Ahli Waris Nazir
1. Proses pemberian tanah yang dilakukan oleh Wakif dan pengambilalihan
tanah sengketa.

KH. Farhan Bahri adalah seorang tokoh masyarakat (Kyai panutan
masyarakat) yang berada di Desa Buduran, beliau dikaruniai 7 putra HK (70), UT
(50), HH (44), AAW (42), AK (40), SA (39), AM (37). Pada Tahun 1973 beliau
menerima amanah dari salah seorang pengusaha desa Buduran yakni Bapak
Maksoem, berupa Sebidang Tanah wakaf, luas tanah tersebut 580 m, yang sedianya
digunakan untuk kepentingan dan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah
desa buduran.’

Kemudian pada tahun 1980 Tim pembangunan Madrasah Ibtidaiyah

mengadakan pembangunan gedung kedua yang terletak di sebelah Utara Rumah a/-

% Dokumen Administrasi MI al-Hikmah Buduran.
" Hasil interview dengan Bapak Ruchu sahid, beliau adalah pengurus Bidang wakaf dan pertanahan
NU Sidoarjo, pada tanggal 20 Pebruari 2012
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mauquf lahu, dengan memperoleh izin al-mauquf lahu dan keluarga. Pembangunan
gedung kedua ini dimaksudkan sebagai solusi bertambah banyaknya murid,
sementara Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah masih kekurangan gedung sebagai sarana
dan prasarana belajar mengajar

Peristiwa Sengketa antara ahli waris Wakif M (60), MU (50), L (49) C (40),
dan Ahli Waris nazir ini terjadi setelah salah satu dari ahli waris nazir AAH (42)
menjual sebidang tanah wakaf kepada orang lain, di MI Al-Hikmah Buduran
Sidoarjo pada sekitar tahun 2001 muncul kasus pengambilalihan tanah wakaf oleh
Ahli Waris Nazir, dimana Ahli Waris Nazir mengubah fungsi tanah wakaf dari
ketentuan asal yang telah ditetapkannya di piagam wakaf, dari yang awalnya tanah
wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan berubah
menjadi tanah wakaf untuk keperluan umum

Pada awalnya tanah wakaf MI Al-Hikmah terletak di Buduran Sidoarjo
Adalah wakaf dari Maksoem yang diserahkan kepada Nazir Farhan Bahri . Akan
tetapi, setelah Wakif dan Nazir Meninggal dunia muncul sengketa antara keluarga
ahli Waris Wakif dan Ahli waris Nazir, puncaknya pada tahun 2001 keluar akta ikrar
wakaf yang menerangkan bahwa semua ahli waris nazir bertindak sebagai wakif, hal
ini di perkuat dengan keluarnya akta ikrar wakaf 13.02/UK.01/437/2001
C. Faktor penyebab pengambilalihan tanah Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah.

Adapun yang menjadi faktor penyebab pengambilalihan tanah wakaf

Madrasah Ibtidaiyah A/-hikmah adalah sebagai berikut :
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a. Ahli waris al-mauquf lahu ada yang belum mempunyai tempat tinggal
sebagaimana ahli waris yang lain.

b. Tanah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah tidak mempunyai sertifikat resmi sebagai
tanah wakaf baik berupa petok tanah dari pihak pemerintah desa maupun berupa
AIW (Akta Tkrar Wakaf) dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo.

c. Tindakan ahli waris al-mauquf lahu karena posisinya sebagai pengurus yayasan
yang mempunyai otoritas tertinggi terhadap perkembangan Madrasah Ibtidaiyah A/-
hikmah.®,

d. Ahli waris wakif dari Bapak maksoem tidak merelakan pengambilan tanah
Madrasah Ibtidaiyah A/-hikmah yang dilakukan oleh ahli waris nazir dengan alasan
K.H Farhan Badri hanya bertindak sebagai Nazir dan juga adalah seorang kyai
panutan masyarakat yang telah banyak memberikan bimbingan rohani terhadap
masyarakat Desa buduran walaupun dengan perasaan terpaksa dan berat melepaskan
tanah Madrasah Ibtidaiyah A/-Aikmah.

e. Masyarakat tidak merelakan pengambilalihan tanah karena mereka beranggapan

bahwa ada kesewenangan dari pihak ahli waris Nazir’

¥ Hasil interview dengan tim pembangunan Madrasah Ibtida‘iyyah al-Hikmah , Desa Buduran,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,. Sumber data ini tidak diperoleh secara langsung dari ahli
waris tetapi dari paman ahli waris bapak Bushro Sidik yang pernah membicarakan tentang perkara
pengambilalihan tanah sengketa dengan ahli waris pengambilalih. Hal ini dilakukan demi untuk
menjaga privasi keluarga dan demi menjaga keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan penelitian
penulis. Pada Tanggal 26 Agustus 2012

’ Hasil interview dengan masyarakat Dusun Buduran Salah satunya bpk. ‘Ali Mahfud, selaku
tetangga nadzir dan pandangan masyarakat lain.
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f. Lemahnya kontrol masyarakat
D. Implikasi pengambilalihan tanah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah yang
dilakukan oleh ahli waris Nazir

Setelah adanya tindakan pengambilalihan tanah sengketa Madrasah
Ibtidaiyah Al-Hikmah yang dilakukan oleh ahli waris Nazir, maka kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pendidikan Madrasah semakin menurun.
Sebagai dampak negatif adanya tindakan pengambilalihan tanah sengketa tersebut,
sebagai berikut :'°
a. Masyarakat banyak yang mengalihkan pendidikan anaknya ke sekolah lain yang
dianggap lebih maju dan jauh dari konflik internal yang ada di sekitar itu.
b. Masyarakat merasa acuh terhadap keluarga ahli waris al-mauqut lahu atas
tindakan pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtidaiyah A/-hAikmah.
c. Hubungan antara yayasan dengan Madrasah menjadi tidak sehat, mengingat posisi
ahli waris nazir pengambil alih tanah sengketa adalah sebagai pengurus yayasan

sekaligus sebagai dewan guru Madrasah Ibtidaiyah A/-hikmah.

' Hasil interview dengan tokoh masyarakat dan alumni serta pengelola Madrasah Ibtida‘iyyah Al-
hikmah, 25 Agustus 2012



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH
WAKAF OLEH AHLI WARIS NAZIR DI DESA BUDURAN KECAMATAN

BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Pengambilalihan Tanah Wakaf
Hukum Islam senantiasa memberikan perlindungan kepada umat Islam,
sebagaimana magqasid al-shari’ah (tujuan disyariatkan hukum Islam) yang di
antaranya adalah memelihara agama (Aifz al-din), memelihara jiwa (hifzh al-
nafs), memelihara akal (hifzh al-agl), memelihara keturunan (hifzh al-nasl),
memelihara harta (hifzh al-mal)."

Wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa
menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf
merupakan sadaqah jariyah yang pahalanya tidak akan terputus walaupun si
wakif telah meninggal dunia. Rasul bersabda: “Jika anak Adam wafat, maka
terputuslah pahala amalnya, kecuali tiga perkara: sadagah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya” H.R Muslim dari
Abu Hurairah.

Wakaf dihukumi sah menurut aturan Islam, apabila telah terpenuhi rukun

dan syaratnya.

! Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123-131
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Wakif: merupakan orang yang cakap hukum (baligh, berakal, tidak
boros/lalai, merdeka, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk), dan
dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan.

Bahwa Maksoem ketika mewakafkan tanahnya sudah berumur 53 tahun, ia
dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dan pemilik sah harta benda wakaf,
dibuktikan dengan adanya piagam tanah wakaf sebidang tanah pekarangan
petok D bernomor Persil 13 b, terletak di desa Buduran, kec. Buduran, Kab
Sidoarjo.

Mauguf. merupakan benda yang memiliki nilai guna, tahan lama, milik orang
yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bukan barang yang haram atau najis,
bukan barang yang dapat menimbulkan fitnah, jelas ukurannya.

Bahwa mauqufberupa benda tidak bergerak dalam hal ini berupa tanah milik
yang telah disepakati oleh ulama bahwa secara mutlak dapat diwakafkan, hal
ini dapat dibuktikan dengan adanya piagam tanah wakaf milik Maksoem
selaku wakif, karena maksud dari wakaf ialah mengambil manfaat benda
secara kekal dan hal itu terwujud pada benda yang tetap (tidak bergerak),
yang merupakan harta milik si wakif, ada ketika diwakafkan, jelas ukurannya
(jumlahnya), terbukti dengan adanya batas-batas tanah wakaf yang tertera
dalam piagam tanah wakaf, dan memiliki nilai guna dibuktikan dengan
berdirinya beberapa bangunan di atas tanah wakaf tersebut yang dapat

menunjang terwujudnya tujuan wakif, diantaranya mushala dan sekolah.
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3. Mauquf ‘alail: merupakan tujuan wakaf atau bisa diartikan sebagai pihak

yang menerima/diserahi tugas untuk mengelola wakaf. Mauquf ‘Alaih
sebagai tujuan wakaf harus mengarah pada unsur pendekatan diri kepada
Allah. Adapun Mauquf ‘Alaih yang berarti pihak yang diserahi tugas
mengelola wakaf harus jelas kepada siapa, ada ketika terjadi wakaf, tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan harus amanah.
Bahwa mauquf ‘alaih sudah ditunjukkan secara jelas, hal itu terbukti dengan
adanya nadzir dalam hal ini adalah H. Farhan Bahri (50 tahun) yang
beralamat di desa Buduran Sidoarjo, dan adanya tujuan wakaf yang mengarah
pada unsur pendekatan diri kepada Allah, yakni difungsikan untuk keperluan
peribadatan dan pendidikan.

4. Sighat. merupakan ucapan, tulisan atau isyarat yang didalamnya harus
mengindikasikan secara jelas mengenai benda, penerima atau untuk apa
benda itu diwakafkan. Selain itu harus terjadi seketika, tidak diikuti syarat
palsu dan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang
sudah dilakukan.

Bahwa sahnya sighat dapat dibuktikan dengan adanya piagam tanah wakaf,
dimana didalamnya sudah jelas tertulis tentang benda wakaf, penerima
maupun tujuan dari benda itu diwakafkan.

Adanya benda atau harta yang diwakafkan (mauquf) dalam perwakafan ini

mauqufnya adalah tanah yang berada di desa Buduran yaitu 29X 20 M tanah ini
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milik sah Bapak Maksoem yang benar-benar sah yang bisa dibuktikan dengan

adanya piagam tanah wakaf atas nama si wagif.

Adanya tujuan wakaf yang diserahi wakaf dalam perwakafan (nazir)
dan pemberian wakif sudah disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu
Moeslim kepala desa, Samsuddin Perangkat desa Juga K.H Farhan Bahri
sebagai kepala madarasah juga bertindak sebagai Nadzir, adanya pernyataan
wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya melalui
ungkapan beliau yaitu “Gaween tanah iki kanggo madrasah ~ berawal dari
ungkapan tersebut kata-kata kanggo madrasah hal ini sesuai dengan shighat
kinayah yaitu 7a’abbatdtu serta dalam kaidah arti pokok amr ialah
menunjukkan wajib. bahwa ungkapan yang di perintahkan oleh orang yang
lebih tinggi tingkatanya kepada orang yang lebih rendah tingkatanya yang
berarti wajib untuk dilakukan oleh orang yang mendengarkanya. Juga adanya
niat dari si wakif yang dengan tulus sudah mewakafkan dan memberikan
manfaatnya untuk kapentingan umat/kemaslahatan umat.

Jadi dengan adanya kesesuaian antara data-data di lapangan dengan aturan
dalam hukum Islam dapat disimpulkan kalau wakaf yang dilaksanakan oleh
Maksoem di Buduran Siodarjo sudah dapat dihukumi sah menurut hukum Islam.

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik si
wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang lain maupun badan-badan yang
yang diserahi tugas untuk mengelola wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik

wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi milik Allah yang pemanfaatannya
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menjadi hak penerima wakaf, begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi
terputus. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang
atau badan hukum yang mengelolanya.

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan
kepada orang lain, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang menerangkan bahwa

Rasulullah bersabda kepada Umar :
“Jika kamu bersedia, tahanlah dzat bendanya dan kamu bisa menyedekahkan
hasil dari padanya”

Umar mengartikan ungkapan “menahan dzat dari benda” dengan tidak
bolehnya menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta benda wakaf,
sedang manfaat benda itu diberikan kepada fakir miskin, sanak kerabat,
hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong/musafir.

Berbeda halnya dengan bentuk ibadah-ibadah yang tidak ada
hubungannya sama sekali dengan harta benda, amalan wakaf sangat
bergantung kepada dapat tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan
tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah bila harta wakaf memang
benar-benar dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf
berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju

oleh wakif pada awal pelaksanaan, maka harus dicarikan jalan bagaimana

agar harta wakaf itu tetap bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awal.
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Sehubungan dengan masalah yang terjadi di desa Buduran kec Buduran
kab Sidoarjo, yakni sebagian tanah wakaf yang pada awalnya ditujukan
untuk keperluan peribadatan dan pendidikan diubah peruntukkanya menjadi
keperluan umum oleh ahli waris nazir.

Pesoalannya apakah diperbolehkan diadakan perubahan, penukaran
maupun penjualan demi menjaga keberlangsungan manfaat harta benda
wakaf?

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah perubahan
peruntukan harta benda wakaf. Diantaranya Syafi’i dan Malik yang
menyatakan bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat
dipergunakan atau kurang berfungsi), maka benda tersebut tidak boleh dijual,
diganti/ditukar, dipindahkan, akan tetapi harta benda wakaf tersebut
dibiarkan dalam keadaannya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi
yang dibawakan oleh Ibnu Umar dimana disebutkan bahwa benda wakaf
tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, jika suatu benda wakaf sudah
tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, maka wakaf tersebut
harus dijual dan uangnya dipergunakan untuk mengganti benda wakaf
tersebut, sehingga wakaf tetap bisa berlanjut dan tetap bisa dimanfaatkan.

Dari pendapat-pendapat Ulama diatas dapat disimpulkan bahwasannya

tanah wakaf dapat diubah peruntukannya selagi harta benda wakaf sudah
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tidak dapat dimanfaatkan lagi/berkurang manfaatnya sesuai dengan tujuan
awal wakaf. Karena yang diutamakan dalam wakaf adalah manfaatnya,
dimana dengan manfaat bisa menunjang kesejahteraan umat, sesuai dengan
tujuan dan fungsi wakaf.

Adapun yang terjadi pada tanah wakaf di Desa Buduran , ahli waris
nazir merubah peruntukan sebagian tanah wakaf yang awalnya ditujukan
untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan menjadi keperluan umum
sebagian digunakan pribadi seperti membangun rumah salah satu anggota
keluarganya, bukan disebabkan adanya kerusakan atau pun berkurangnya
manfaat dari tanah wakaf, akan tetapi dikarenakan keinginan pribadi ahli
waris nazir karena ada sebagian ahli waris nazir yang kondisi ekonominya
lemah.

Rumah bukan suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan tujuan
wakaf yang tertulis dalam piagam tanah wakaf, yaitu pendidikan dan
peribadatan, akan tetapi dalam madzhab Syafi’i tidak diperbolehkan adanya
perubahan tujuan dalam wakaf. Selain itu ahli waris nazir juga sudah berjanji
untuk menjual tanah wakaf tersebut.

Dalam aturan Islam, tujuan wakaf ialah digunakan untuk kepentingan
umum, jika wakaf tersebut merupakan wakaf kAoir7, dan dapat dipergunakan
untuk kepentingan kerabat ahli waris nazir begitu juga anak cucunya, apabila

wakaf memang merupakan wakaf ah/i. Wakaf yang menjadi obyek penelitian
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kali ini tergolong wakaf khoiri karena jelas ditujukan untuk kepentingan
peribadatan dan pendidikan, akan tetapi dalam penggunannya terdapat unsur
sebagaimana wakaf ah/i, Rumah yang sekarang terdapat di sebagian tanah
wakaf bukanlah tanah sebagaimana penggunaan tanah wakaf yang memang
diperuntukkan guna kepentingan umum, melainkan hanya rumah salah satu
keluarga nazir. Maka dari itu perubahan peruntukan yang terjadi, merupakan
suatu bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan dari aturan wakaf yang
seharusnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah wakaf.

Sesungguhnya tidak ada dosa bagi orang yang mengelola harta benda
wakaf untuk memakannya dengan cara baik, atau orang yang tidak ikut
menanam modal boleh juga memakannya dengan cara baik. Hal ini
mengindikasikan bahwa wakif pun sebenarnya diperbolehkan untuk
mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkannya, akan tetapi dengan
syarat tidak membahayakan benda wakaf itu sendiri.” Dalam kasus yang
terjadi memang tidak ada perlakuan nazir yang membahayakan tanah wakaf,
akan tetapi dengan apa yang dilakukan oleh sebagian ahli waris nazir
mengakibatkan sebagian tanah wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan
untuk kepentingan yang sesuai dengan ikrar wakaf, karena sebagian tanah

wakaf tersebut sekarang telah berubah menjadi rumah.

* ¢ Ainiy, Al-, Badruddin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad, ‘Umdatul Qari Syarh Shahih
Al-Bukhari, h. 43-49
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Melihat dari proses perubahan peruntukan yang terjadi di Desa Buduran
dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Karena
dalam aturannya harta benda wakaf hanya boleh diubah peruntukannya
apabila terjadi kerusakan sehingga berkurang atau tidak dapat dimanfaatkan
lagi, sedangkan yang terjadi di Desa Buduran kondisi tanah wakaf masih
dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi rumah salah satu keluarganya hanya
karena menuruti keinginan pribadi ahli waris nazir.

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama
Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:

. Apabila si wakif pada saat mewakafkan mensyaratkan bahwa dirinya dan
nadzir berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu boleh dilakukan.

. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar,
sedangkan suatu saat benda wakaf itu tidak bisa lagi diambil manfaatnya,

maka diperbolehkan menukar dengan syarat atas izin hakim.

. Jika harta wakaf itu bisa dimanfaatkan, akan tetapi terdapat cara lain yang

dipandang lebih menghasilkan banyak manfaat, maka terdapat perbedaan
pendapat diantara Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan seperti Abu
Yusuf, karena hal tersebut tidaklah menghilangkan apa yang dimaksud oleh
si wakif dan ada yang melarang, seperti Hilal dan Kamaluddin bin Al

Himam, karena yang terpenting dalam wakaf adalah tetapnya barang wakaf,
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bukan bertambahnya manfaat, tetapi boleh menukar dengan syarat darurat
dan ada syarat dari si wakif ketika mewakafkan.

Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti ‘Ariyah (pinjam
meminjam). Hanya saja dalam ‘ariyah benda ada di tangan peminjam yang
menggunakan, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan pemilik yang
tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian
benda yangdiwakafkan tetap menjadia milik wakif sepenuhnya.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada al-ra‘yu yang didasarkan
atas konsep wakaf, yaitu habs al-‘ain ‘ala milk al-wagqif, dimana menuru
teorinya, yang dimaksud dengan milik adalah milik sepenuhnya. Sehingga
yang di wakafkan hanyalah manfaat dari benda wakaf tersebut.

Melihat kenyataan yang demikian dapat diketahui bahwasannya
perubahan peruntukan sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di
Desa Manguharjo menurut pendapat Hanafiyah dihukumi sah. Dan lebih
baiknya jika dalam setiap akad perjanjian dilakukan pencatatan untuk
menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Jadi dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Syafi’iyah yang
menyatakan bahwa perubahan peruntukan yang dilakukan oleh ahli waris
nazir pada sebagian tanah wakafnya adalah tidak sah, karena wewenang ahli

waris nazir hanya mengelola dan tidak sah melakukan ikrar wakaf.
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KH. Farhan Bahri adalah seorang tokoh masyarakat (Kyai panutan
masyarakat) yang berada di Desa Buduran, beliau dikaruniai 7 putra HK (70),
UT (50), HH (44), AAW (42), AK (40), SA (39), AM (37). Pada Tahun 1973
beliau menerima amanah dari salah seorang pengusaha desa Buduran yakni
Bapak Maksoem, berupa Sebidang Tanah wakaf, luas tanah tersebut 580 m,
yang sedianya digunakan untuk kepentingan dan pembangunan Madrasah
Ibtidaiyah Al-Hikmah desa buduran.’

Kemudian pada tahun 1980 Tim pembangunan Madrasah Ibtidaiyah
mengadakan pembangunan gedung kedua yang terletak di sebelah Utara
Rumah al-mauquf lahu, dengan memperoleh izin al-mauquf lahu dan
keluarga. Pembangunan gedung kedua ini dimaksudkan sebagai solusi
bertambah banyaknya murid, sementara Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah
masih kekurangan gedung sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar

Peristiwa Sengketa antara ahli waris Wakif M (60), MU (50), L (49) C
(40), dan Ahli Waris nazir ini terjadi setelah salah satu dari ahli waris nazir
AAH (42) membangun rumah dan menjual sebidang tanah wakaf kepada
orang lain, di MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo pada sekitar tahun 2001
muncul kasus pengambilalihan tanah wakaf oleh Ahli Waris Nazir, dimana
Ahli Waris Nazir mengubah fungsi tanah wakaf dari ketentuan asal yang

telah ditetapkannya di piagam wakaf, dari yang awalnya tanah wakaf

% Hasil interview dengan Bapak Ruchu sahid, beliau adalah pengurus Bidang wakaf dan pertanahan
NU Sidoarjo, pada tanggal 20 Pebruari 2012
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diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan berubah

menjadi tanah wakaf untuk keperluan umum

Pada awalnya tanah wakaf MI Al-Hikmah terletak di Buduran Sidoarjo
Adalah wakaf dari Maksoem yang diserahkan kepada Nazir Farhan Bahri .
Akan tetapi, setelah Wakif dan Nazir Meninggal dunia muncul sengketa
antara keluarga ahli Waris Wakif dan Ahli waris Nazir, puncaknya pada
tahun 2001 keluar akta ikrar wakaf yang menerangkan bahwa semua ahli
waris nazir bertindak sebagai wakif, hal ini di perkuat dengan keluarnya akta
ikrar wakaf 13.02/UK.01/437/2001.

Adapun bukti kuat yang dapat digali dan dianalisis secara hukum Islam
berdasarkan penelitian penulis, bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah
wakafsebagai berikut:

a. Berdasarkan data inferview dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-
hikmah sekarang,® bahwa ketika terjadi persengketaan tanah ini ahli
waris nadzir pengambilalih tanah mau menyerahkan kembali tanah
tersebut dan mengakui akan perwakafan yang dilakukan ayahnya, akan
tetapi ahli waris meminta ganti rugi berupa  sejumlah uang untuk
mengganti tempat tinggal ahli waris pengambilalih sebagaimana

dijelaskan dalam bab III.

* Beliau adalah Hj. Nadzifah S.Pdi, selaku Keponakan KH. Farhan Bahri .
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b. Salah satu ahli waris nadzir dengan terpaksa mengambilalih tanah karena
kondisinya tidak mempunyai tempat tinggal.

c. Berdasarkan keyakinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah sekarang
yang pada waktu terjadi konflik, beliau mempertahankan bahwa tanah
tersebut adalah tanah wakaf, disamping beliau sebagai pengelola juga
sebagai ketua tim pembangunan yang pernah berbincang-bincang dengan
ahli waris.’

d. Berdasarkan informasi dari tim pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-
hikmah yang mengurusi pembangunan fisik Madrasah.

e. Berdasarkan asumsi masyarakat dan guru Madrasah Ibtidaiyah Al-
hikmah. Berdasarkan hasil iuran yang dikeluarkan masyarakat dan para
alumni secara suka rela yang diperuntukkan pembangunan Madrasah
Ibtidaiyah Al-hikmah di atas tanah sengketa.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengambilalihan Kembali Tanah Sengketa yang
dilakukan oleh Ahli Waris nazir.

Berangkat dari pengambilalihan tanah wakaf bahwa tindakan
pengambilalihan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris nazir yang asal
mulanya Madrasah kemudian digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari telah
mengganggu proses belajar mengajar bertentangan dengan hukum Islam, karena

telah mengganggu dan merusak kemaslahatan yakni maslahah al-mu’tabarah,

> Hasil interview dengan kepala sekolah dan ketua komite Madrasah Ibtida‘iyyah Islamiyyah. Beliau
berdua selaku alumni dan sanak dari al-maghfur lahu.
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yakni kemaslahatan yang didukung oleh syar#’.° Dalam hal ini adalah anjuran
wakat'yang berfungsi untuk kepentingan bersama.

Tindakan pengambilalihan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris
juga bertentangan dengan fungsi wakaf, yakni untuk keadilan sosial Islam
sebagai maugqiif ‘alayh (peruntukan wakaf). Hal ini diperjelas oleh Undang-
undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang wakaf, dalam pasal 22.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Maugiif ‘alayh (peruntukan) wakaf selain
sarana kegiatan ibadah, juga pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin,
anak-anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan umat, dan
kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya.’

Tindakan tersebut bertentangan dengan magqashid al-shari'ah, yakni hifzh
al-mal (menjaga harta) dan Aifzh al-din (menjaga agama) pemeliharaan tanah
yang dihibahkan oleh wakif terletak pada tingkatan memelihara harta dalam
peringkat dharuriyat, karena terdapat larangan mengambil harta orang lain
dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat
terancam eksistensi harta.® juga Aifzh al-din karena wakaf merupakan anjuran
dalam Islam yang mempunyai nilai sosial dan dilakukan demi kemaslahatan dan
kepentingan umat.” Sebagai dampak negatif tidak diberlakukannya teori magasid

al-shari'ah adalah tindakan pengambilalihantanah wakaf’yang dilakukan oleh ahli

® Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqgih, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2008), 424
7 Departemen Agama RI, UU Wakaf No. 41 2004, (Jakarta: Depag RI, 2004),14. juga dapat dilihat
dalam Departemen Agama RI, Nazir Profesional dan Amanah, (Jakarta: Depag RI, 2005), 58
z H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),131
Ibid, 129
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waris nadzir. Karena tanah tersebut jelas-jelas diwakafkan untuk pembangunan
Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah. Hal ini berdasar pada shighat yang telah
diucapkan oleh wakift.

Memang dalam tataran hifzh al-mal (menjaga harta) dan hifzh al-Din
(menjaga agama) sangatlah penting dalam maqgasid al-shari'ah, akan tetapi kalau
dilihat dari kemaslahatan a/-‘ammah yang umum hifzh al-‘ird (menjaga
kehormatan) lebih diutamakan dari pada lima magqgasid al-Shari'ah karena
dianggap melindungi segala-galanya. Karena kehormatan di atas segalanya
apalagi menyangkut kepentingan bersama.

Ditinjau dari segi akhlak, bahwa tindakan ahli waris nadzir tersebut
merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan status manusia
adalah sebagai khalifah Allah di bumi. Khalifah lebih dari pada wakil saja. Allah
memberi kebenaran dan meninggalkan pada manusia pesan untuk mengisi
kebenaran di bumi. Allah tidak campur tangan secara langsung di alam semesta,
tetapi kalam-Nya mungkin dapat dilaksanakan oleh manusia khilafah adalah
sumpah manusia untuk melaksanakan kebaikan, untuk berlaku adil dan tidak
merusak di bumi. Kalau manusia berbuat demikian, ia akan menjadi pewaris
Allah, para nabi dan orang yang percaya karena mereka melaksanakan kehendak

Allah di atas bumi, dan akan mewarisi tanah. Di sini khilafah berarti pergantian
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dan pewarisan. Khilafah ini adalah deposit kepercayaan yang diberikan Allah

kepada manusia, dan yang telah ditolak oleh semua makhluk kecuali manusia.'®

Dalam surat Q.S. 2(al-Bagarah) : 30

2

L Bty G A 1s s BT I8 e o381 3 lsts ) a0l G 06 35

1

11{ aToa W] (- s(of ¢ /C//}"{.'f,/ oo 224 505

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada Malaikat : “Sesungguhnya Aku
akan mengangkat Adam menjadi khalifah'> di muka bumi. Para malaikat
bertanya: “Mengapa engkau hendak menempatkan di permukaan bumi orang
yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa
bertasbih memuji dan menyucikan-Mu?” Allah berfirman : “Sesungguhya Aku
mengetahuhi apa yang tidak engkau ketahui”.

Dalam al-Qur’an Q.S. 6 (al-An’am) : 165

by a3t b 3 a8l o e G K g o Gls 1Ss D s
p-:%) Jsa8 G5 ol B0 35

“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi, Dia meninggikan
sebagian kamu dari sebagian yang lain beberapa tingkat. Karena Dia hendak
mengujimu. Tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-
mu cepat memberikan siksaan. Namun Dia juga Maha Pengampun dan
Penyayang.”

' Baca: Kebaktian atas tanah oleh: Hassan Hanafi, Pandangan Agama tentang Tanah, (Prisma, 1984),

44

" Depertemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an Dan Terjemahanya, (Surabaya; AL-HIDAY AH,
2002), 6

'2 Perkataan khalifah berarti penghubung atau pemimpin yang diserahi untuk menyampaikan atau
memimpin sesuatu dan khalifah di sini ialah Nabi Adam. Lihat: Bachtiar Surin, 7Terjemah dan, surat

al-

Baqgarah 2: 30

B Ibid,.. 231
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Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa yang dijadikan khalifah di
bumi bukanlah perorangan, melainkan kita semua manusia adalah dijadikan
Allah sebagai khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Khususnya orang yang
beriman kepada Allah, dengan lain perkataan bahwa delegation of autority dari
Allah untuk mengurus negeri ini adalah manusia atau rakyat seluruhnya.

Pengertian khalifah adalah penguasa atau pengganti atau melaksanakan
kekuasaan. Kata benda abstraknya khilafah, yang berarti “lembaga kekuasaan
yang melaksanakan tugas Rasul dalam memelihara dunia dan agama umat*."*

Allah menciptakan manusia di muka bumi bukanlah untuk membuat
kerusakan (pengganggu) kepada masyarakat sekitarnya. Karena telah jelas bahwa

tindakan yang menimbulkan kerusakan hendaklah dihilangkan. Sebagaimana

dalam kaidah fighiyah dijelaskan:

I 5

“Bahaya harus dihilangkan™

Perbuatan hibah berupa pemberian tanah yang diperuntukkan kepada
Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah adalah untuk menjalankan syari'at agama dan
untuk mengharap pahala akhirat yang kekal. Perbuatan wakif'bisa dikategorikan
sebagai shadaqah jariyah yang nantinya akan mendapat pahala yang mengalir

tiada henti-hentinya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

'Y Hasbi al-Shiddiqi, Asas-asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 89
'> Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Figh, jilid I, (Surabaya; Khalista, 2006), 209
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“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila mati
seseorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya
itu) kecuali tiga perkara : 1. shadagah jariyah, 2. mengembangkan ilmu
pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang
mengarang dan sebagainya, 3. anak yang shaleh yang mendo’a untuk ibu
bapaknya”.

Sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka tidak-lah pantas
apabila bertindak sesuatu yang keluar dari ajaran agama Islam yakni bertindak
mengambilalih Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah untuk kepentingan pribadi
(keluarganya sendiri) yang jelas peruntukannya, yakni untuk Madrasah
Ibtidaiyah Al-hikmah sebagaimana ucapan wakif'” yang telah mewakafkan
tanahnya untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah al-hikmah sebagai tempat
belajar mengajar agama Islam anak-anak dan remaja Desa Buduran dan
sekitarnya sebagaimana keinginan ketika wakif masih hidup. Adapun tujuan
didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah juga merupakan motivasi yang ada
dalam diri wakifdengan melihat beberapa sebab sebagai berikut :

1). Kondisi kesadaran beragama masyarakat yang masih minus dan perlu

ditingkatkan keimanan dan ketaqwaan.

' Muslim, Shahih Muslim, VI, 71-72
V7« Pakailah tanah ini untuk Madrasah” .
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2). Sebagian besar anak-anak dan remaja Desa Buduran hanya
berpendidikan SR (Sekolah Rakyat) dan belum ada pendidikan
Madrasah di wilayah Desa Buduran dan sekitarnya.
3). Untuk merealisasikan amar ma rufdan nahi munkar."®
Tindakan ahli waris nadzir dalam pengambilalihan tanah wakaf bertolak
belakang dengan tujuan diciptakannya manusia di bumi ini tidak lain adalah
untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 51(al-Dhariyat): 56
199

5 V) G G s U

. e

“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembah (beribadah) kepada-Ku.”

Di samping itu manusia posisinya sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi
yang mengemban tugas untuk menegakkan hukum-hukumnya dan melaksanakan

keputusan-keputusan-Nya.

'8 Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida‘iyyah Al-hikmah. Juga hasil infervew dengan Kepala
Sekolah .

" Depertemen Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an Dan Terjemahanya, 756

20 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 251
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya, dapat disimpulkan bahw :

1.

Yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf adalah, karena faktor
rendahnya ekonomi sebagian ahli waris nazir, ahli waris tidak mempunyai
rumah. Tanah yang diambilalih tidak mempunyai sertifikat resmi. Posisi ahli
waris nazir sebagai pengurus yayasan dan mempunyai otoritas tertinggi

terhadap pengembangan MI al-Hikmah.

Tindakan pengambilalihan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris nazir
merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Baik
ditinjau dari segi hibah, wakaf, maupun segi akhlak atau moral. Karena
mengubah peruntukkan tanah wakaf tidak di perbolehkan selama barangnya

masih bisa diambil manfaatnya.

B. Saran

1.

Setiap orang yang mempunyai niat untuk mewakafkan tanahnya untuk
kepentingan bersama, hendaknya mematuhi prosedur yang ditetapkan agama
dan pemerintah, karena untuk menanggulangi adanya salah paham di antara
umat yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Hukum Islam maupun Positif

diciptakan tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat dan
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melindungi masyarakat agar bisa hidup secara damai, harmonis dan dinamis

tentunya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah.

. Hendaknya manusia lebih berhati-hati dalam menjaga keluarga dan hartanya
dari fitnah (ujian) yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada hambanya

yang nantinya akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka.

Dalam hal perselisihan harta wakaf, yang berhak untuk menyelesaikan adalah
Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang
penyelesaian benda wakaf pada Pasal 226. Oleh karena itu Penyelesaian
perselisihan yang menyangkut harta wakaf dan mazir hendaknya diajukan
kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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